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BAB III
PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK ISLAM DI SIDOARJO (PKS)

A. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Sebelum membahas lebih jauh, penulis akan memaparkan mengapa Partai
Keadilan Sejahtera yang kami angkat dalam penelitian ini. Ada beberapa alasan
yang akan kami sampaikan. Pertama kami ingin melihat sejauh mana konsistensi
Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan Pendidikan Politik yang
diamanahkan oleh Undang-Undang karena partai ini berasaskan islam dan
notabene beridiologikan berbeda dengan masyarakat Islam di Kabupaten
Sidoarjo. Yang kedua kenapa kami memilih untuk meneliti Partai Keadilan
Sejahtera Sidoarjo, karena kami menganggap Kabupaten Sidoarjo merupakan
Kota yang letaknya berdekatan dengan Kota Surabaya yang notabene jadi tempat
berhijrah dari desa ke kota dan menariknya di sidoarjo akan tidak jauh berbeda
dengan kota Surabaya. Kami terlebih ingin melihat sejauh mana konsistensi PKS
dalam menjalankan program penunjang pendidikan politik untuk masyarakat
Sidoarjo yang notabene disibukkan dengan kehidupan industri.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan atau
langkah antisipasi yang diambil para aktivis dakwah yang ada di Partai Keadilan
(PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi
DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). PK-Sejahtera percaya
bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah
dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral,

intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan
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perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.
Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai.

Perolehan pemilu pada tahun 1999 yang dibawah electoral therashold
membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK wuntuk melakukan
konsolidasi besar-besaran dengan memunculkan partai baru bernama ‘“Partai
Keadilan Sejahtera” (PKS) yang diharapkan membuka jalan bagi nilai-nilai
kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan kebahagiaan. Keadilan yang
menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan
menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi
dan rasa takut.

Partai ini berlambangkan dua bulan berwarana kuning emas, dengan garis
lurus diantara kedua bulan sabit, yang juga berwarna kuning emas. Bulan sabit
dan garis lurus tersebut berada dalam suatu kotak berwarna hitam dan
dibawahnya terdapat tulisan “SEJAHTERA”. Diatas kotak hitam ada sebuah
persegi panjang yangpanjangnnya sama dengan kotak dibawahnya, tetapi dengan
ketinggian yang lebih pendek didalamnya tertulis “PARTAI KEADILAN”
dengan tulisan berwarna kuning emas. Secara keseluruhan kotak dan persegi
panjang itu mensimbolkan Ka’bah, kiblat suci kaum muslimin yang
melambangkan kesatuan umat. Partai ini memiliki karekteristik moralis,
professional, patriotik demokrat, reformasi dan independen. Sedangkan prinsip
dasar dari PKS adalah keadilan, persamaan dan keseimbangan, kesatuan nasional,

kemajuan, khidmatul ummah demi persatuan dan kerjasama Internasional.
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Adapun landasan partai ini adalah al-Qur’an yang meliputi surat al-Syura:
13, al-Nur: 55, al-Shaf: 10-13 dan al-An’am: 153. Dasar pemikiran partai ini
adalah syumuliyat al-Islam (kesempurnaan Islam; Islam agama dan Negara)
dengan menjadikan partai ini sebagai partai dakwah yang merefleksi ke seluruh
sikap, perilaku dan aktifitasnya.

Para kader tersebut mempunyai militansi serta kesolidan yang tinggi baik
itu secara personal, struktural maupun konsepsional. Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) melalui para kadernya mampu melakukan fungsinya sebagai partai politik
yang jarang dilakukan oleh para politik lainnya, seperti memberikan pendidikan
serta pemberdayaan politik terhadap rakyat melalui aktivitas-aktivitas serta
program-program yang digulirkan. Sehingga rakyat memahami hak serta
kewajibannya sebagai warga Negara dan menyadari wewenang dan kewajiban
pemerintahannya.

Adapun sejarah Partai Keadilan Sejahtera di Sidoarjo didirikan pada tahun
1999 sebagai kepengurusan tingkat daerah kabupaten. Maka sejarah dari DPD
Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS) menjadi satu dengan sejarah
berdiri dan perkembangan dari DPP PKS.'

B. Visi, Misi, dan Orientasi Gerakan Partai Keadilan Sejahtera

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa DPD PKS Sidoarjo menyatu

dalam sejarah dan perkembangan DPP PKS, maka Visi serta Misi dari DPD PKS

Kabupaten Sidoarjo pun juga sama dengan DPP PKS. Hal ini karena memang

" Wawancara , Agus Supriyanto, ST.kantor DPD PKS Sidoarjo, 20 Januari 2016.
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DPD PKS Kabupaten Sidoarjo merupakan kepanjangan tangan dari DPP PKS.

Adapun Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut :

1.

Visi
Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat
Misi

Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan,
dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong
penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan
wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi.
Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan
membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan
moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan
lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian
sanksi-penghargaan, memfokuskan kader pada posisi fungsional, untuk
membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum
yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku
bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan
industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang
terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas
melalui musyawarah dalam lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi
dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan

stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan,
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saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap
martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung
bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan,
pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang
dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan
produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya
saing industri nasional dengan pendalaman struktur & upgrading kemampuan
teknologi dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan
baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas
landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau
valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan
menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk
kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-
sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh
pelaku usaha.

Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan
nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM
yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju
sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan,

mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT
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untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran
kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan
berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius
sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh,
disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi.
Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang

dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.’

Membutuhkan SDM
yang kapabel -Membangun Infrastructure
berbasis -Control Public services

entrepreneur MEMILIH: —gg:::g: sﬂzt:;;ltgities

EKSEKUTIF/LEGISLATIF/YUDIKATIF | | ,crgankan

-Control HankamMNas

KEBIJAKAN: UU/KEPRES/PP/PD

Menciptakan Menciptakan
pendapatan negara l lapangan
melalui pajak pekerjaan

BERGERAKNYA RODA

PEMBANGUNAN
EKONOMI OLEH MASYARAKAT
v
PEMERATAAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN,
PEMBANGUNAN LESTARI,
v

ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK Sejahtera bagi

kehidupan bangsa dan negara, untuk turut serta berperan aktif sebagai bagian
dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang
adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicitakan PK Sejahtera, maka

disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan

* http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi diakses pada tanggal 10 Januari 2016
3 .
Ibid
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pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen politik partai.
Komitmen politik ini adalah konsepsi kebijakan pembangunan yang akan
diperjuangkan PK Sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas posisi Platform
Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dengan peran sektor pemerintah dalam
pembangunan melalui berbagai regulasi yang digulirkannya. Platform ini terdiri
dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosial-budaya yang saling

terkait satu sama lain.

Gambar 2.2. Irisan tiga bidang platform kebijakan pembangunan PK Sejahtera.”

C. Ideologi dan Plat Form PKS
1. Ideologi PKS
Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah

mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam. Lebih dari itu, partai ini

* Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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merencanakan dirinya sebagai partai dakwah, yakni partai yang mendedikasikan
dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan
merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan. Dengan kata lain, PK lahir
untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan Islam.

Hal yang sama terjadi ketika PK berubah menjadi PKS pada 2002, PKS
merupakan konstinuitas ideologi, pemikiran, serta manhaj perjuangan PK. Bahkan
ketika telah menjadi PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis
yang lebih nyata dan artikulatif.’

Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan
Islam partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia,
sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan
masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. °

PKS, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan
dasar/aqidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya.
Masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan
entitas politik lainnya secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus
positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik
lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis
moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa internal subyektif

aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila ikhlas untuk mencari ridha Allah

> M. Imdadun Rahmat, Ideologi PKS, 114.
% Anggaran Dasar PKS pasal 5



46

SWT,dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka

aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih™.’

2. Plat Form PKS

a. Bidang Politik

1)

2)

3)

4)

5)

Mempelopori reformasi sistem politik, birokrasi, peradilan, dan
militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.
Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai
kemampuan  membangun  solidaritas = masyarakat  untuk
berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan
bernegara yang memiliki keunggulan moral, keperibadian, dan
intelektualitas (bersih, peduli, dan professional).

Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai
dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar menjadi proses
saling mengawasi, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang
lebih stabil.

Memperbaiki sistem rekruitmen dan pemberian sanksi penghargan,
serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannyapada
posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih,
kredibel, dan efisien.

Strategi penegakan hukum diawali dengan membersihkan alat
penegagnya dari perilaku bermasalah dan konflik, serta penguatan

kapasitas kelembagaan.

7 MPP PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, Edisi Gabungan Falsafah, Dasar Perjuangan,
dan Plat Foam PKS, (Jakarta: MPP Cet ke-1, 2000), 32-33.
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7)

8)
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Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan Negara
dalam menghadapi ancaman domestik dan asing dengan
meningkatkan kesadaran bela Negara masyarakat melalui
penumbuhan rasa saling percaya dan semanagat kebangsaan baru.
Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan
domestik dan ketertiban sosial dengan menempatkan politik selaku
penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
Mendorong prinsip bebas dan aktif, menggalang solidaritas dunia
demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut

kemerdekaan.®

Bidang Ekonomi

1)

2)

3)

Mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan
perekonomian nasional yang mengurangi ketamakan pemburu rante
ekonomi.

Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilitas nilai tukar
dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor
rill dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama
kemanusiaan berkaitan dengan penciptaan keadilan dan
kesejahteraan sosial secara merata, sehingga harus mendapat

prioritas tertinggi dalam pembangunan otonomi nasional.

8 MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS,

2000), 45.
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4) Ekonomi syariah merencanakan peran yang signifikan dalam
proses pembangunan ekonomi nasional, dengan membangun sistem
dan instansi zakat dan wakaf yang kokoh sebagaimana bagian
integral dari sistem fiskal nasional.”

¢. Bidang Sosial Budaya

1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat
Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan
kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama
pembangunan pendidikan nasional.

2) Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan
kapasitas dan perlibatan seluruh komponen masyarakat dalam
kerangka pembangunan kelanjutan.

3) Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam
mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda
yang mandiri, berdaya dan mempersiapkannya sebagai calon
pemimpin bangsa.

4) Dengan bingkai ketakwaan mewujudkan perempuan Indonesia
yang sejahtera, cerdas, dan berdaya melalui pemantapan peran
disektor domestik dan publik."

D. Strategi Pemberdayaan PKS
Strategi PKS sebagai partai dakwah (khutut’aridhah) dalam transformasi

bangsa, adalah gerakan kultural (Strategi Mobilisasi Horizontal/ta ’biah al-

? Ibid., 34.
19 Ibid., 15-20.
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afagiyah) dan gerakan struktural (Strategi Mobilitas Vertikal/ta 'biah al-
amudiyah). Mobilisasi horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai
kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka
menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islam. Sedangkan mobilisasi
Vertikal adalah penyebaran kader dakwah keberbagai lembaga yang menjadi
masdir al-quran (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan
konsep dan nilai-nilai Islam kedalam kebijakan-kebijakan publik.'

PKS adalah menyebut dirinya sebagai partai dakwah karena politik adalah
salah satu bagian dari dakwah meskipun dakwah Islam bisa saja didiversifikasikan
kedalam kegiatan politik, apa yang dilakukan kalangan aktivis dakwah kampus,
yang melahirkan PKS. PKS juga hendak dilihat sebagai suatu eksperimen tentu,
dalam hal pandangan bahwa politik termasuk bagian dari dakwah Islam PKS,
tidak bisa disebut pemula.'?

Gerakan kultural, (Strategi Mobilisasi Horizontal) dilakukan melalui
penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk
menggerakan peran serta masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam
gerakan kultural ini, kader secara individual maupun melalui lembaga-lembaga
kemasyarakatan, yayasan, ormas, dan berbagai organisasi lainnya, melaksanakan
pelayaran, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara bottom-up. Kader PKS
akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan

berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup,

" Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, 37.
12 Aay Muhammad Furqon. Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda

Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju 2004), h. 67.



50

kpendudukan, kewanitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Karenanya dibutuhkan
dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang
kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah ke berbagai
kalangan dan simpul-simpul kepemimpinan dan kantong-kantong kultural
masyarakat, sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan
mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi strategis yang terbangun merupakan
bentuk kepercayaan atau mandat yang di berikan masyarakat kepada partai
dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat.

Gerakan Struktural, adalah penyebaran kader kedalam lembaga legeslatif,
eksekutif, yudikatif, dan sektor-sektor dalam kerangka melayani, membangun dan
memimpin bangsa, melalui mekanisme konstitusional sebagai partaipolitik yang
ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tugasnya adalah untuk
berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan
perundangan secara struktur dan top-down digunakan sebagai pedoman dalam
rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi
dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa. PKS dalam
menjalankan gerakan struktural dengan dasar kesamaan falsafah atau plat form,
dimungkinkan terbangunnya strategi partnership antara partai dakwah dengan
lembaga dan tokoh yang mempunyai kekuatan untuk merumuskan kebijakan,
sehingga terbangun suatu lapisan pemikiran yang menghalalkan kebijakan yang

membela rakyat."

1 Ibid., 40.
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Grand strategi, transformasi bangsa yang disusun PKS ini tidak lain dari
kombinasi antara perubahan yang bersifat bottom up dengan bottom down yang
merupakan ciri khas PKS sebagai partai dakwah. Grand strategi transformasi
bangsa PKS ini adalah suatu gerakan yang menyeluruh dalam berbagai sektor
kehidupan (sektor publik, sektor swasta, dan LSM/sektor lain), yang bertumpu
pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi , dengan kekuatan integritas
moral religius dan kualitas professional. PKS sebagai partai dakwah berupaya
mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang, berfungsi
mendukung, memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa.'*

E. Strategi Pendidikan Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten
Sidoarjo

Politik di dalam anggapan beberapa masyarakat hingga saat ini masih
sering dianggap kotor, dan selalu hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa
memperdulikan cara-cara yang baik. Anggapan sementara masyarakat ini yang
sebenarnya ingin ditepis dan dihilangkan oleh PKS melalui program terjun
lapangan.

Dalam terjun lapangan kepada masyarakat ini, seluruh pengurus diharapkan
mampu berdialog dengan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memberikan
masukan kepada pemerintah maupun kepada partai khususnya dengan harapan
pemerintah maupun partai menjadi lebih baik dan seperti yang diharapkan oleh

masyarakat.

4 Alai Said Danamik, Fenomena PKS: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia,
(Jakarta, MPP PKS. 2000).xxix
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Dengan berdialog ini, sebenarnya partai telah melatih masyarakat untuk
ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam ruang
lingkup yang lebih sempit. Hal ini dikarenakan di dalam sistem pemerintahan
demokratis meniscayakan peran serta seluruh komponen negara, baik
penyelenggara negara maupun masyarakat luas sebagai pemilik kedaulatan atas
negara

Dengan dialog diharapkan dapat terjalin komunikasi yang lebih terbukan
dan masif diantara partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat basis masanya.
Selain itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait penyelenggaraan
negara

Selain pendidikan politik yang diterapkan melalui dialog yang
diselenggarakan oleh bidang-bidang di dalam DPD PKS Kabupaten Sidoarjo,
pihak pengurus juga turut serta mendampingi anggota dewan dari PKS saat
melakukan reses di daerah pemilihan di Sidoarjo. Hal ini dimaksudkan
menunjukkan komitmen partai untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat kepada
penyelenggara negara baik di legislatif maupun eksekutif.

Di sisi lain, PKS mempunyai strategi lain dalam menjalankan pendidikan
politiknya yakni melalui kegiatan-kegiatan formal yang dilakukan partai dan juga
dengan memberlakukan jenjang pengkaderan untuk setiap kadernya. Dalam hal
ini PKS tidak hanya memberikan pengetahuan terkait kesadaran berpolitik,
namun juga memberikan pengalaman bagi masyarakat pada umumnya serta pada
anggota khususnya terkait budaya politik serta untuk mencetak pemimpin yang

tangguh.
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F. Model Pendidikan Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten

Sidoarjo

Ada beberapa model yang diterapkan oleh DPD PKS Kabupaten Sidoarjo

dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan anggotanya.

Adapun model-model tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1.

Model Dialog Interaktif

Dalam model ini partai melatih masyarakat dan anggotanya untuk saling
berkomunikasi serta untuk memberikan penekanan adanya transparan dan
rasa saling terbuka. Dalam model ini pula partai akan memberikan gambaran
yang sebenarnya tentang partai dan anggotanya yang duduk di parlemen.
Gambaran dan penjelasan ini sebenarnya dibutuhkan agar masyarakat tidak
hanya berprasangka buruk dan salah dalam memahami kinerja partai dan
anggota dewan.

Titik tekan dalam model ini adalah partisipasi dari rakyat dalam
penyelenggaraan negara dengan memberikan saran dan masukkan kepada
para penyelenggara negara serta untuk menumbuhkan rasa saling pengertian
dan keterbukaan antara penyelenggara negara atau partai dengan basis
masanya, yakni rakyat itu sendiri.

Bakti Sosial

Bakti Sosial ini dimaksudkan untuk memberikan secara langsung kebutuhan
mendesak dari rakyat. Kebutuhan yang mendesak ini adalah kebutuhan yang
harus segera dipenuhi dalam jangka pendek. Dengan demikian, PKS tidak

hanya menyiapkan strategi jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan
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rakyat, tetapi juga memberikan solusi jangka pendek bagi kebutuhan
masyarakat.

Dalam model kegiatan ini, diharapakan juga para kader PKS dapat merasakan
keadaan yang dialami oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian akan
meningkatkan semangat bagi kader PKS yang duduk di lembaga negara untuk
semakin giat dalam memperjuangkan nasib rakyat dan mengabdi kepada
rakyat.

Dari sisi rakyat yang menerima bakti sosial, rakyat dapat bertemu langsung
dari para wakilnya yang duduk di pemerintahan, dengan harapan dapat
meningkatkan rasa kepercayaan dan rasa memiliki terhadap jalannya roda
pemerintahan.

Training Orientasi Partai

Training oientasi ini merupakan pengenalan partai kepada masyarakat umum
yang dilakukan oleh pengurus partai untuk memberikan pemahaman bahwa
PKS bukanlah main-main di dalam program dan aspirasi yang diperjuangkan
baik melalui legislatif ataupun kepada eksekutif.

Training orientasi ini merupakan pendidikan politik murni yang diberikan
partai kepada masyarakat umum melalui turun ke lapangan secara langsung.
Training ini mengandaikan pemahaman masyarakat yang lebih mendalam
terhadap kondisi PKS, sehingga masyarakat benar-benar dapat

mempercayakan aspirasinya kepada PKS.



55

4. Advokasi Terhadap Masyarakat
Advokasi ini diartikan sebagai pendampingan partai kepada masyarakat
dalam memperjuangkan apa yang menjadi keinginannnya serta dalam
memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya dalam bidang politik.
Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan penuh atas negara Republik
Indonesia ini sudah sepantasnya mendapatkan hak-haknya. Karena
keterbatasan sumber daya maupun akses serta jaringan yang dimiliki
masyarakat, maka partai membantu atau mengadvokasi yang memang
seharusnya menjadi hak dari masyarakat.
Dalam advokasi ini tentunya melibatkan dari berbagai elemen yang ada di
dalam kepengurusan PKS. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan
kehadiran partai di tengah-tengah kehidupan mereka.

5. Pengkaderan yang Berjenjang dan Bertingkat
Adapun pendidikan politik yang diberikan khusus kepada para anggota dari
Partai Keadilan Sejahtera adalah adanya pengkaderan yang berjenjang dan
bertingkat. Pengkaderan ini tentunya untuk mencetak kader-kader yang
tangguh, militan, dan mempunyai kemampuan leadership yang mumpuni.
Pengkaderan ini sebagai syarat dan berhubungan erat terkait dengan
pendelegasian partai kepada kadernya untuk menjadi anggota legislatif
ataupun merupakan bagian eksekutif.
Ada beberapa tingkatan yang ada di dalam pengkaderan di PKS, diantaranya
adalah jenjang pemula, tingkat pemuda, madya, dan tingkat dewasa. Selain

sebagai syarat pendelegasian kader, jenjang ini juga menjadi syarat dalam
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setiap tingkatan kepengurusan di tubuh PKS. Misalnya, seorang pemula tidak
dapat menjadi pengurus di tingkat DPD Kabupaten/Kota.
Dari strategi dan model pendidikan politik yang telah dilakukan oleh
DPD PKS Kabupaten Sidoarjo, penulis menganggap ada satu diantar beberapa
program yang ditemukan diatas masih belum selesai yaitu advokasi terhadap
masyarakat sidoarjo mengingat advokasi yang dilakukan oleh DPD PKS
Kabupaten Sidoarjo adalah salah satunya mengadvokasi masyarakat yang
mengalami musibah lumpur lapindo dari segi penggatian ganti rugi sampai pada

peroses penguburan masyarakat yang mempunyai kartu tanda penduduk ganda.

G. Pola Rekrutmen Kader dan Jenjang Pengkaderan di DPD Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Sidoarjo
Sebagaimana tuntutan di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik,
PKS menerapkan pola rekrutmen kepada masyarakat Indonesia untuk dijadikan
sebagai :
1. Anggota Partai Keadilan Sejahtera
2. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
3. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
Rekrutmen ini dimaksudkan menghasilkan kader-kader calon pemimpin
yang memiliki kemampuan di bidang politik. Maka pola rekrutmen ini
diharuskan oleh Undang-Undang dilakukan secara demokratis dan terbuka

dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
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Beberapa pola rekrutmen yang diterapkan oleh PKS adalah sebagai berikut:
PKS terbuka kepada siapapun
PKS sebagai partai modern yang profesional, maka PKS membuka kepada
siapapun dari segala kalangan untuk menjadi kader PKS. Tentunya di dalam
rekrutmen calon kader harus menaati setiap peraturan dan ketentuan yang ada
di dalam PKS.
Melalui kelompok-kelompok tertentu
Ada beberapa kelompok kelompok yang menjadi fokus dari PKS menjadi
tempat rekrutmen untuk dijadikan sebagai kader-kader di PKS. Kelompok ini
seperti kelompok ibu-ibu posyandu yang di dampingi oleh bagian
keperempuanan di dalam tubuh PKS. Harapannya adalah PKS dapat diterima
di berbagai kalangan serta dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki
masyarakat, khususnya dalam bidang politik.
Membentuk Komunitas
Selain melalui kelompok-kelompok tertentu yang telah ada, PKS juga
membentuk  komunitas-komunitas  tertentu. Komunitas ini lebih
diperioritaskan bagi kalangan muda. Karena memang PKS berkomitmen
untuk membina kader muda supaya dapat lebih memaksimalkan potensi yang
dimiliki oleh kalangan muda.
Pembentukan komunitas ini dilakukan dengan menjalin komunikasi dan kerja
sama dengan organisasi kepemudaan yang ada. Sehingga pemuda dapat selain
mempunyai kesadaran berpolitik sejak usia dini, juga mempunyai bekal

keahlian yang menjadi pelengkap ketika mereka memang terjun di dalam
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dunia politik kelak. Komunitas yang dibentuk PKS diantaranya adalah
komunitas pers dan jurnalistik.

. Jenjang dalam Kaderisasi

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa di dalam setiap tingkat
kepengurursan terdapat syarat jenjang yang harus dilalui oleh setiap kader.
Jenjang kaderisasi ini tentunya untuk melatih dan membekali setiap kader
dengan pengalaman serta kemampuan yang akan digunakan kelak di masa
depan ketika kader ditempatkan di dalam posisi-posisi strategis, baik di
dalam lembaga eksekutif, legislatif ataupun di dalam kepengurusan yang
lebih tinggi.

Seleksi dan Syarat untuk Menjadi Calon Legislatif atau Eksekutif

Posisi legislatif atau Eksekutif bukanlah hanya menjadi milik partai politik.
Sehingga ketika ada kader yang akan didelegasikan dalam menempati posisi-
posisi tersebut diberlakukan seleksi dan persyaratan yang sangat ketat. Ada
beberapa tahapan yang harus dilalui untuk meyakinkan partai dalam
mendelegasikan kadernya.

Kredebilitas dan kapabilitas adalah yang menjadi poin utama dalam penilaian
pantas atau tidak seorang kader untuk menduduki posisi di lembaga legislatif
ataupun eksekutif. Karena kader yang duduk di dalam suatu posisi,
merepresentasikan PKS. Sehingga ketika kader itu bagus, maka PKS juga
akan mendapatkan nama baik.

Penulis beranggapan bahwa Kesenjangan yang muncul dari salah satu

program yang dilakukan DPD PKS Kabupaten Sidoarjo bukan karena
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melanggar amanah Undang-Undang atau tidak menjalankan pendidikan
politik melainkan karena proses yang masih berlanjut dari program tersebut.
Pendampingan masyarakat lumpur lapindo yang masih konsisten dilakukan
ioleh PKS Kabupaten Sidoarjo membuat masyarakat semakin menerima
kahadiran PKS meski dengan latas belakang idiologi yang berbeda. Terbukti
pada pemilu tahun 2014 PKS Sidoarjo Mendapat 3 kursi Dewan Perwakilan
Rakyat Sidoarjo. Ini menunjukkan konsistensi dari masyarakat sidoarjo
terhadap DPD PKS Kabupaten Sidoarjo karena pendapatan suara pada pemilu

2009 PKS mendapatkan 3 kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo15
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